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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan  
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ   ha (dengan titik di bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin s es dan ye 
ص ad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
xi 
 
ظ za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha h Ha 
ء hamzah „ Apostrof 
ي ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah a a 
xii 
 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َفْي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي ََ|ا ... Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ي Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 َو Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتا  ي  : mata 
ًَ ي  ر  : rama 
ََْمِْيق   : qila 
َِا Kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
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َ َتْى  ً  ي : yamutu    
4. Tā’ marbūtah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
ََِلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
ََ ة هِضَا فنْا  َة ُْيَِد  ً ْن ا  : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْكِحْن ا          : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر : rabbana 
ا ُْي َّج َ : najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا : al-falsafah 
 َد ِلابْن ا   : al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
a. Hamzah di awal 
َ َتْرِي أ : umirtu 
b. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
c. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْيِد Dinullahِابههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََِّة  ً ْح  رَِْيفHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku (EYD). Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
         Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt. = subhānahū wa ta„ālā 
Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
xvi 
 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Hilya Mufida 
NIM  : 10100115115 
Judul : Eksistensi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka       
  Perceraian di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 
 
Skripsi ini membahas tentang Eksistensi Kursus Calon Pengantin dalam 
Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
Selanjutnya yang menjadi submasalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Peran dan 
realisasi program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai, 2) Tingkat keberhasilan program kursus calon pengantin 
dalam upaya menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif 
deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan guna memperoleh 
data yang lengkap dan valid mengenai Eksistensi Kursus Calon Pengantin dalam 
Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan syar’i dan 
pendekatan sosiologis yakni melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek 
atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan , syariat Islam al-
Qur’an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas, dan pendekatan 
terhadap sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
mempunyai akibat hukum. Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi atau keberadaan kursus 
calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur memiliki 
peran penting, yaitu: 1) Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin lebih 
memahami hak dan kewajiban dalam berubah tangga, 2) Pasangan suami-istri mampu 
meminimalisir perselisihan yang terjadi dan mencari solusi atas permasalahan yang 
terjadi. Dan telah berhasil menekan angka perceraian karena semenjak program 
kursus calon pengantin diterapkan angka perceraian mengalami penurunan 
dibandingan sebelum adanya kursus calon pengantin. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mencegah atau menekan angka 
perceraian diharapkan kepada lembaga KUA untuk senantiasa memberikan pelayanan 
terbaiknya untuk memberikan bimbingan tentang bagaimana membangun keluarga 
yang sakinah, mawaddah, warahmah agar tidak terjadi keretakan rumah tangga, 2) 
Untuk meminimalisir terjadinya perceraian, maka diharapkan kepada calon pengantin 
untuk serius dalam mengikuti serangkaian materi suscatin. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kebahagiaan sejatinya adalah apa yang ingin dimiliki dan apa yang diidam-
idamkan oleh semua orang, baik kebahagiaan secara lahir maupun secara batin. 
Kebahagiaan ini dapat terwujud melalui ikatan pernikahan. Sebagaimana  dalam 
firman Allah dalam QS ar-Rum/30: 21. 
                          
               
 
Terjemahnya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”.1 
Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya keluarga Islam terbentuk dalam 
keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih 
sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, 
ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan 
halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi 
dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga 
tersebut mengetahui kewajibannya. 
                                                           
1Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), h. 
406. 
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Pernikahan adalah dasar bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Nikah, 
menurut bahasa adalah al-jamu dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah  
(zawaj) dapat diartikan dengan aqdu al-tazwil yang artinya akad nikah. Juga dapat 
diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri.2 
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah 
mengamanatkan untuk senantiasa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Sebagaimana yang tertuang pada pasal (1) yaitu ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”.3 
Mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga tolak ukur 
kesuksesannya dapat dilihat dari kualitas sakinah, mawaddah, warahmah. Namun 
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak semudah yang 
dibayangkan. Dalam dinamika kehidupan keluarga, perjalanan pasangan suami istri 
tidak terlepas dari rintangan, bahkan terkadang masalah-masalah kecil sering 
menyertai kehidupan berkeluarga, dan bahkan terkadang sampai pada kata perceraian.  
Dalam kehidupan masyarakat Sinjai perceraian terjadi disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti, ada karena faktor ekonomi, krisis ahlak, impoten, tidak 
adanya tanggungjawab, mabuk-mabukan yang berujung kekerasan dalam rumah 
tangga dan beberapa faktor lain seperti perselingkuhan, dan poligami tidak sehat. Ini 
                                                           
2H.M.A Tihami dan Suhari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. IV; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 7. 
3Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 
I. 
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terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan belum 
siap mental.  
Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur melakukan 
tindakan prima untuk meminimalisir hal tersebut dengan melakukan bimbingan pra 
nikah bagi calon pengantin yaitu kursus calon pengantin. Berdasarkan Peraturan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pasal 1 ayat (1) “Kursus pra 
nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 
penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga 
dan keluarga”. Sebagaimana peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga (keluarga) dalam 
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka 
perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.4 
Pada dasarnya program suscatin merupakan sarana dan upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah yang dalam hal ini Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian 
Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 untuk membekali calon pengantin dalam 
menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti 
keduanya atau pasangan suami-istri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis 
dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga pada 
saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha mengingatkan 
jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik.  
                                                           
4Departemen  Agama, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 
Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I, Pasal I. 
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Secara teoretis, cakupan materi kursus calon pengantin yang diselenggarakan 
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sudah cukup representatif, yakni meliputi tata 
cara dan prosedural perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan 
di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan 
reproduksi perempuan, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan 
keluarga.5 
Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji 
lebih dalam tentang program kursus calon pengantin dan keberadaannya dalam 
menekan angka perceraian, dan karena itu penulis memilih melakukan penelitian ini 
di Kabupaten Sinjai sehubungan dengan semakin meningkatnya angka perceraian di 
daerah tersebut, dan ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kursus calon 
pengantin dalam menekan angka perceraian dan sebisa mungkin menemukan jalan 
keluar dari permasalahan ini, untuk itu penulis mengangkat judul, yaitu: “Eksistensi 
Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai ”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 
penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian 
yaitu: 
a. Eksistensi 
b. Kursus calon pengantin (SUSCATIN) 
                                                           
5Ulin Na’mah, Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung 
Laju Perceraian, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2135 (1 Juni 2016). 
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c. Perceraian 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari adanya 
perbedaan penafsiran terkait istilah-istilah mengenai pembahasan skripsi ini, 
diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan, yakni: 
a. Eksistensi 
Kata eksistensi berarti hal berada; keberadaan,6 jadi eksistensi dapat 
diartikan sebagai sebuah kehidupan ataupun kehadiran. 
b. Kursus Calon Pengantin 
Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009, pada 
dasarnya kursus calon pengantin adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga 
agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri 
memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam 
menghadapi setiap problematika keluarga.7 Kursus calon pengantin merupakan  
program pembelajaran kepada calon pengantin mengenai praktek kehidupan 
yang akan dijalani dalam berumah tangga serta memberikan solusi terhadap 
berbagai permasalahan yang nantinya akan dihadapi di masa yang akan datang.  
c. Perceraian 
Cerai atau yang lebih dikenal dengan talak dalam istilah syariah adalah 
lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan,8 
                                                           
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.357. 
7Ulin Na’mah, Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung 
Laju Perceraian, vol.7 no.1 (juni 2016), h. 147. 
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2135 (Diakses 8 januari 2019 ). 
8M.A Tihami dan Suhari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 229. 
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dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 
yaitu “Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian dan, c. Atas 
Putusan Pengadilan”,9 jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah salah 
satu sebab putusnya perkawinan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok 
permasalahan “Bagaimana eksistensi  kursus calon pengantin dalam menekan angka 
perceraian di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?” Dari rumusan pokok 
masalah tersebut, maka sub masalahnya, yaitu: 
1. Bagaimana peran dan realisasi program kursus calon pengantin di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana tingkat keberhasilan program kursus calon pengantin dalam upaya 
menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka merupakan bagian yang signifikan dalam penyusunan karya 
ilmiah untuk menjamin keaslian karya ilmiah, dan mendemonstrasikan hasil bacanya 
yang ekstensif terhadap literatur berupa buku dan penelitian lainnya yang memiliki 
relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.10  
Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian 
ini adalah: 
                                                           
9Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII, 
Pasal 38. 
10Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 13. 
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Tim Departemen Agama RI dalam buku Membina Keluarga Sakinah, tahun 
2004, mengemukakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas 
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara 
layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan 
lingkungannya selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan 
memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan ahlak mulia. Seseorang yang 
sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, 
pangan, papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak 
asasinya terlindugi oleh norma agama, norma hukum, dan norma susila.11 
Tim Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementrian Agama RI 
dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, tahun 2017,  
mengemukakan materi dasar yang sangat penting dalam menguatkan bangunan 
mahligai rumah tangga bagi calon pengantin, buku ini juga menawarkan bekal yang 
penting dalam mengelolah konflik dan menghadapi tantangan kehidupan yang ada 
dalam rangkaian kehidupan rumah tangga sebagai proses penguatan pondasi 
perkawinan agar tidak mudah tumbang dalam ironi perceraian.12 
Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah dengan judul Skripsi “Metode 
Konseling dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Tubo Selatan Kecamatan 
Tubo Sendana Kabupaten Majene”, tahun 2011. Skripsi ini berfokus pada proses 
terbentuknya keluarga sakinah di sebuah desa yang ada di Kabupaten Majene dan 
mengetahui efek konseling sebagai pendorong semangat untuk menjadikan keluarga 
                                                           
11Departemen Agama, Membina keluarga sakinah (Makassar: Kantor Wilayah Agama 
Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 6-7. 
12Kementrian Agama RI, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga 
Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017). 
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sakinah.13 Sedangkan Penelitian Penulis lebih menekankan pada pengaruh dan 
realisasi Pemberian Kusus calon Pengantin, apakah pelaksanaan Program kursus 
calon pengantin telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga mampu 
mengurangi atau mencegah terjadinya perselisihan ataupun perceraian. 
Skripsi yang disusun oleh Diah Maziatu Chalida dengan judul 
“Penyelenggaran Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA di Kecamatan 
Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan 
Kabupaten Banjarnegara)”, tahun 2010, dalam skripsi ini lebih mengkhusus kepada 
metode-metode atau proses yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan kursus 
calon pengantin, sedangkan penulis lebih mengkhusus kepada peran program kursus 
calon pengantin dan realisasi pembinaan oleh KUA dalam menekan angka 
perceraian.14 
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurhidayah dengan judul skripsi 
“Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan 
Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa”, tahun 2017. Skripsi ini berfokus pada peran kursus calon 
pengantin (SUSCATIN) dalam pemberian pengetahuan dini tentang kehidupan 
keluarga sehingga mampu terwujud keluarga sakinah,15 sedangkan dalam penelitian 
                                                           
13Hamsah, “Metode Koseling dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Tubo Selatan 
Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Alauddin Makassar, 2011). 
14Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaran Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA 
di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan 
Kabupaten Banjarnegara)” (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang, 2010). 
15Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam 
Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017). 
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penulis juga sebenarnya membahas mengenai peranan kursus calon pengantin dalam 
memberikan khasanah pengetahuan mengenai kehidupan keluarga tetapi lebih 
kebagaimana kursus pra nikah ini dalam mencegah terjadinya perselisihan atau 
perceraian. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan realisasi program kursus calon 
pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan program Kursus calon 
Pengantin di Kecamatan Sinjai Timur dalam menekan angka perceraian. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoretis  
Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsi pemikiran untuk 
dijadikan bahan penelitian yang akan datang dan memberikan masukan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam. 
2. Kegunaan Praktis 
Sebagai salah satu alternatif atau solusi terhadap permasalahan perceraian, 
dan sebagai bahan informasi serta bahan masukan bagi praktisi dan pemerhati 
hukum Islam baik dalam kapasitasnya sebagai pegawai dalam lingkup Kementrian 
Agama seperti pegawai pencatat nikah, penghulu, dan penyuluh maupun yang 
kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh Agama yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah 
yang dapat diperoleh melalui program kursus calon pengantin. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Kursus Calon Pengantin 
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin 
Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau 
keterampilan yang diberikan dalam waktu yang singkat,1 sedangkan calon 
pengantin adalah orang (laki-laki/perempuan) yang akan dikawinkan, yang akan 
menjadi mempelai. Jadi kursus calon pengantin adalah pelajaran tentang suatu 
pengetahuan dalam waktu singat kepada orang yang akan menjadi mempelai. 
Pada dasarnya program kursus calon pengantin merupakan sarana dan 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Badan Penasihatan, 
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 untuk 
membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar 
dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami-istri memiliki 
dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap 
problematika keluarga.2  
Kursus calon pengantin atau dalam peraturan disebut sebagai kursus pra 
nikah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 
Nikah pasal 1 ayat (1) “Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, 
                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 763. 
2Ulin Na‟mah, Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung 
Laju Perceraian, h.146. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2135 (8  Januari  
2019).  
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pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah 
tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.3 
Selain itu kursus calon pengantin atau konseling keluarga adalah upaya 
membantu pasangan sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan 
masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, 
dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi 
berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahtraan seluruh anggota 
keluarga.4 
2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin 
Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Keluarga 
merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas 
perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan 
sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral 
(mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip 
universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula 
pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah5. Untuk itu 
program kursus calon pengantin hadir untuk membantu calon pengantin dalam 
membentuk keluarga yang sakinah, harmonis, tenteram dan, sejahtera. 
Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum dilaksanakannya kursus 
calon pengantin adalah: 
                                                           
3Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor : 
DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab I pasal 1 ayat (1). 
4Sofyan S. Wills, Konseling keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota 
Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 
2008),h. 88. 
5Andi Syahraeni, Bimbingan keluarga sakinah (Cet.I; Makassar: Alaudin University Press, 
2013), h. 5. 
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QS at-tharim/66: 6. 
                            
                  
  Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah 
terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan”.6 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk memelihara diri 
dan memelihara keluarga, untuk itu diperlukan adanya persiapan sedini mungkin 
dalam memahami bagaimana memelihara keluarga dalam rumah tangga dan upaya 
ini dapat diwujudkan melaui program kursus calon pengantin. 
Selain itu dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, telah mengamanatkan untuk senantiasa membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Sebagaimana yang tertuang pada pasal (1) yaitu “Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”7 Dan untuk mewujudkan itu diperlukan 
adanya program kursus calon pengantin yang nantinya diharapkan mampu 
memberikan pengetahuan hal ikhwal mengenai kehidupan rumah tangga sebelum 
memasuki jenjang pernikahan. 
 
 
                                                           
6Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h .560. 
7Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 
I. 
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3. Tujuan Kursus Calon Pengantin 
Tujuan dari pembimbingan kursus calon pengantin tidak terlepas dari 
fungsi dasar kursus sebagai sarana pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang 
kehidupan rumah tangga dan keluarga8. Oleh karena itu tujuan utama pelaksanaan 
kursus calon pengantin adalah: 
a. Membantu keluarga-keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah 
melalui ilmu, wawasan, dan keterampilan yang diberikan kepada kepala-
kepala keluarga (ibu dan bapak), mengembangkan materi bimbingan dan 
pelatihan melalui materi gabungan antara agama ilmu perilaku dan konseling 
keluarga, serta menciptakan keluarga yang damai berdasarkan ajaran Allah 
yaitu rumah tangga sebagai pusat ibadah, pengembangan pribadi muslim 
pada anggota keluarga agar sehat mental, moral dan fisik.9 
b. Mengembangkan dasar fitrah kemanusiaan seseorang dalam rangka 
menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggungjawab 
atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga 
selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.10 
c. Karena tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka tujuan dari 
                                                           
8Departemen  Agama, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 
Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab II, Pasal 2. 
9H. Sofyan S. Wills, Konseling keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu 
Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga, h. 172. 
10Kementrian Agama RI, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi keluarga 
sakinah, h. 13. 
14 
 
 
 
pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah memberikan pemahaman 
bahwa pernikahan itu: 
1) Berlangsung seumur hidup 
2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, 
dan 
3) Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri, hal ini sesuai dengan 
firman Allah dalam QS al-Ashr/103: 3. 
                   
Terjemahnya: 
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 
saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk 
kesabaran”.11 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah mahluk sosial, 
ciptaan Allah swt. yang diberi kelebihan dan juga kekurangan termasuk 
dalam hal rumah tangga akan mendapatkan kebahagiaan memerlukan 
bantuan orang lain. Oleh karena itu suami-istri harus mampu bekerja sama 
dan kompak dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 
4. Materi Kursus Calon Pengantin 
Tingginya angka perceraian karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi, 
krisis ahlak, impoten, tidak adanya tanggungjawab, dan beberapa faktor lain 
seperti perselingkuhan, dan poligami tidak sehat. Ini terjadi karena kurangnya 
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, oleh karena itu Menteri Agama 
mengeluarkan keputusan dan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan 
kursus pra nikah dan mengamanahkan bahwa pelaksanan kursus pra nikah harus 
                                                           
11Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h .601. 
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dilksanakan sedini mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan atau sebelum 
terikat dalam bahtera rumah tangga. 
Pemberian materi dapat dilakukan dengan metode ceramah, dialog, 
simulasi, dan studi kasus. Materi ini disampaikan sekurang-kurangnya 16 jam. 
Adapun cakupan materinya yaitu: 
a. Peraturan perundangan-undangan tentang perkawinan dan pembinaan 
keluarga. 
1) Undang-undang perkawinan 
a) Konsep perkawinan 
Pernikahan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua mahuk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan12. Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam 
masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum 
antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. 
UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa 
perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi 
juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan 
tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah 
menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan 
sipil.13 
                                                           
12Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Cet VII; Bandung: Alma‟arif, 1990), h. 6. 
13Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), h. 61. 
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Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa 
Rasulullah saw. yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan 
dunia dan ukhrowi, adapun tujuannya yaitu: 
(1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
(2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan 
menumpahkan kasih sayangnya. 
(3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan.14 
Adapun dasar atau anjuran dilaksanakannya perkawinan terdapat 
dalam QS an-Nur/24: 32. 
                 
                    
Terjemahnya: 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
mengetahui”.15 
Ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaklah laki-laki yang belum 
kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat 
kawin. 
b) Asas Perkawinan 
Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dijelaskan bahwa pada asasnya dalam suatau perkawinan 
                                                           
14M.A Tihami dan Suhari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 15-16. 
15Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 354. 
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seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya 
boleh mempunyai seorang suami.16 
Sama halnya yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (BW) bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh 
terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang 
perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap KUHPerdata dan UU RI 
Nomor 1 Tahun 1974 ditemukan 5 asas yang paling prinsip dalam hukum 
keluarga, yaitu: 
(1) Asas monogami, mengandung makna bahwa seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. 
(2) Asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian 
dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara 
calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau 
keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian. 
(3) Asas persatuan bulat, suatu asas diamana antara suami-istri terjadi 
persatuan harta benda yang dimilikinya. 
(4) Asas proporsional, suatu asas dimana hak dan kedudukan istri 
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 
kehidupan rumah tangga dan didalam pergaulan masyarakat. 
                                                           
16Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 
3. 
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(5) Asas tak dapat dibagi-bagi, suatu asas bahwa tiap-tiap perwalian 
hanya terdapat satu wali. Pengecualian dari asas ini adalah (1) jika 
perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup 
paling lama maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali 
serta wali peserta, dan (2) jika sampai ditunjuk pelaksana 
pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah 
umur di luar Indonesia.17 
c) Hak dan Kewajiban Suami-istri 
Hak dan kewajiban suami-istri menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan terdapat dalam pasal 30 dan 31. 
Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa “suami-istri memikul 
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi 
sendi dasar dari susunan masyarakat.” Kemudian dalam pasal 31 
dinyatakan: 
(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.18 
Adapun hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam adalah: 
 
 
                                                           
17Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), h. 57. 
18Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI, 
Pasal 31. 
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(1) Hak istri 
Hak-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami adalah sebagai 
berikut: 
(a) Mahar 
(b) Pemberian suami kepada istri karena berpisah (Mut’ah) 
(c) Nafkah, tempat tinggal dan pakaian 
(d) Adil dalam pergaulan 
(2) Hak Suami 
(a) Mematuhi suami 
(b) Memelihara kehormatan dan harta suami 
(c) Berhias untuk suami 
(d) Menjadi partner suami.19 
d) Kewajiban Suami-istri 
(1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi 
sendi dasar dari susunan masyarakat. 
(2) Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan 
memberi bantuan lahir batin. 
(3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, 
maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya. 
(4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya. 
                                                           
19Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak (Cet. V; 
Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), h. 174-230. 
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(5) Jika suami atau istri melalikan kewajibannya, masing-masing 
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.20 
e) Perjanjian Perkawinan 
Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-
istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur 
akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.21 
f) Pembatalan Perkawinan 
Ketentuan dapat batalnya suatu perkawinan terdapat dalam pasal 
22 UU RI No. 1 tahun 1974 bahwa: 
“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.”22 
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan, menurut pasal 23 UU RI No. 1 Tahun 1974 ialah: 
(1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau 
istri; 
(2) Suami atau istri; 
(3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 
diputuskan; 
(4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang 
ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 
                                                           
20M.A Tihami dan Suhari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 157. 
21Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 
2011), h. 100. 
22Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IV, 
Pasal 22. 
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langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 
perkawinan itu putus.23 
g) Putusnya Perkawinan 
Ketentuan UU RI No. 1 tahun 1974 Pasal 38 mengemukakan: 
Perkawinan dapat putus karena : 
(1) Kematian, 
(2) Perceraian dan 
(3) Atas keputusan Pengadilan.24 
h) Pembatasan Poligami 
Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perkawinan yang ideal 
adalah perkawinan monogami, kebolehan perkawinan poligami 
merupakan “pintu darurat” bagi suami yang “daruri”. Karena itu para 
ulama menyetujui penetapan syarat-syarat yang berat bagi laki-laki yang 
akan melangsungkan perkawinan poligami. Hanya laki-laki yang yang 
secara ekonomis, mental, agama, bertanggungjawab yang diberi izin 
mempunyai istri lebih dari satu orang.25 Hal ini sebagaimana dalam 
Firman Allah QS an-Nisa/4 : 8. 
                      
                          
         
                                                           
23Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IV, 
Pasal 23. 
24 Republik Indonesia, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII, 
pasal 38. 
25Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: 
Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 2002), h. 33. 
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Terjemahnya: 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu 
miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.26 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam berlaku 
adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, 
tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 
Kata adil sendiri adalah kata jadian dari „adil‟ yang berasal dari 
bahasa Arab ل دء yang berarti sama, dan dalam istilah adil berhubungan 
dengan hak yanh harus diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan, 
sesuatu yang berimbang tidak mesti selalu sama dalam pengertian sama 
berat tetapi dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagiannya 
sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis.27 
Mengenai prosedural atau tata cara poligami yang resmi diatur 
oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia 
dengan Kompilasi Hukum Islamnya, telah mengatur bahwa suami yang 
hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan 
Agama. 
Maka untuk memperoleh izin pengadilan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
(1) Adanya persetujuan istri 
                                                           
26Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 78. 
27Sippah Chotban, Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami, al-Qadau,  vol.4, no.1 (juni 2017), 
h. 174-175. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/issue/view/711. (Diakses 20 juni 
2019). 
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(2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
Persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, 
sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan 
persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama.28 
2) Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 
a) Pengertian KDRT 
Salah satu bentuk ancaman serius dan paling sering dihadapi oleh 
keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam UU RI 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (PKDRT) pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan kekerasan dalam 
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga.29 
b) Bentuk-bentuk KDRT 
(1) Kekerasan Fisik 
Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang 
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 
                                                           
28M.A Tihami dan Suhari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 369-370. 
29Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Bab I, Pasal I. 
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(2) Kekerasan Psikis 
Adapun kekerasan psikis (kejiwaan) adalah perbuatan yang 
megakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau rasa 
penderitaan psikis berat pada seseorang. 
(3) Kekerasan Seksual 
Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi: 
(a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut 
(b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu.30 
3) Undang-undang Perlindungan Anak 
a) Pengertian Anak  
Anak merupakan karunia dan amanah Allah swt. yang harus 
senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.31 
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak pada pasal 1, poin (1) mengemukakan bahwa “anak adalah 
                                                           
30Kementrian Agama RI, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi keluarga 
sakinah, h. 126-127. 
31Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Ananlisis tentang perkawinan di bawah 
umur  (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 1. 
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seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”.32 
b) Hak Anak 
Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak 
dari sejak lahir. Berikut merupakan beberapa hak anak yang perlu 
dipenuhi oleh orang tua, yaitu: 
(1) Anak berhak mendapatkan identitas (nama dan akta kelahiran 
sebagai bukti kewarganegaraan) 
(2) Anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan 
(3) Anak berhak untuk diasuh oleh orangtua dengan penuh kasih 
sayang 
(4) Anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik 
(5) Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan 
yang baik 
(6) Anak memiliki hak untuk beristrahat, bersenang-senang, bermain 
dan melakukan aktivasi reaksi sesuai usianya.33 
4) Hukum Munakahat 
a) Konsep Dasar Perkawinan 
Secara substantif, hukum perkawinan Indonesia merupakan 
penjabaran hukum perkawinan dalam Islam, terutama dalam kita-kitab 
fiqh, maka itu dapat disebutkan bahwa pembaharuan hukum keluarga di 
                                                           
32Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak, 
Bab I, Pasal I. 
33Kementrian Agama RI, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi keluarga 
sakinah, h. 99-100. 
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Indonesia antara lain merupakan upaya memperbaiki status perempuan 
dan kedudukan mereka dalam masyarakat, sehingga tak jarang 
pembaharuan ini bertentangan dengan hukum Islam yang ada di kitab-
kitab fiqh atau bahkan belum pernah ada sebelumnya misalnya saja 
masalah pembatasan umur minimal menikah, masalah pencatatan 
perkawinan, masalah pembatasan poligami, masalah pencatatan 
perkawinan, dan masalah penjatuhan talak di depan pengadilan.34  
b) Menjelaskan Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawah oleh 
Rasulullah saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan 
duniawi dan ukhrowi. 
Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah: 
(1) Membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih 
sayang. 
(2) Untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. 
(3) Untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, 
rohani, dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan 
keluargan serta membangun hari dengan individu, keluarga, dan 
masyarakat yang lebih baik.35 
Adapun hikmah dari perkawinan adalah: 
(1) Jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk 
menyalurkan dan memuaskan naluriah seks. 
                                                           
34Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia  (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 
h. 180. 
35Departemen Agama, Membina keluarga sakinah, h. 11-13. 
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(2) Jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulya, 
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta 
memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. 
(3) Naluri kebapaan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana 
hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan 
ramah, cinta dan kasih sayang yang nerupakan sifat-sifat baik 
yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.36 
c) Menjelaskan Rukun dan Syarat Nikah 
Menurut jumhur ulama, Rukun perkawinan ada lima, yaitu: 
(1) Mempelai laki-laki 
(2) Mempelai perempuan 
(3) Wali 
(4) Dua orang saksi 
(5) Shigat ijab kabul.37 
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak 
tertentu sebelum dilangsungkannya perkawinan, yaitu: 
(1) Harus mempunyai batas umur tertentu 
Batas kedewasaan menurut Islam diperkirakan di antara umur 
15 dan 16 tahun bagi perempuan dan 18 atau 19 bagi laki-laki. Namun 
hingga saat ini belum tercapai kata sepakat dikalangan tokoh ahli 
                                                           
36Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 19-21. 
37Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam diIndonesia Studi Perkembangan Hukum Islam dari 
Fikih, UU No I/1974 sampai KHI (Cet. VI; Jakarta; Prenamedia Group, 2016), h. 62. 
28 
 
 
 
agama Islam sampai batas manakah seseorang dianggap telah 
dewasa.38 
(2) Persetujuan kedua belah pihak 
Hukum Islam mensyaratkan adanya persetujuan kedua calon 
mempelai disamping persetujuan dari ayah atau wali calon mempelai 
perempuan. 
(3) Larangan perkawinan karena hubungan kekeluargaan 
Hukum Islam melarang perkawinan yang dilakukan oleh pihak-
pihak berikut: 
(a) Yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat karena 
hubungan darah atau karena perkawinan. 
(b) Calon mempelai laki-laki telah beristri empat. 
(c) Calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan 
laki-laki lain, jika telah bercerai atau suami meninggal dunia, 
belum tamat masa idah. 
(d) Calon mempelai perempuan bukan seorang Islam atau ahli 
kitab. 
(e) Calon mempelai merupakan saudara sesusuan.39 
Sedangkan Menurut mahzab Syafi‟i, unsur terpenting untuk 
sahnya suatu perkawinan adalah: 
(1) Adanya ijab kabul 
                                                           
38Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, ( Cet. I; 
Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), h. 38. 
39Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga Buku I-Burgerlyk Wetboek, 
(Bandung: Penerbit Alumni, 1974), h. 15-17. 
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(2) Pengucapan ijab kabul itu dilakukan dengan disaksikan oleh dua 
orang saksi yang telah dewasa dan sempurna akalnya. 
(3) Pengucapan harus jelas dan terang. 
(4) Persetujuan mempelai perempuan diberikan melalui wali atau 
penjaganya.40 
d) Tanggungjawab Orangtua terhadap Anak 
Allah swt. telah menetapkan hak-hak anak terhadap orang tua 
mereka secara umum, lebih khusus kepada ayah. Diantara tanggungjawab 
tersebut adalah: 
(1) Membangun ajaran Islam secara sempurna kepada anak sejak 
umur kecil, dan mengajarkannya agar senantiasa beribadah kepada 
Allah swt. 
(2) Tanggungjawab pendidikan kepada anak berupa ilmu-ilmu yang 
bermanfaat dan terpuji. 
(3) Tanggungjawab nafkah terhadap anak, tidak boros atau terlalu 
kikir. 
(4) Tanggung jawab melatih anak-anak mengenai masalah kehidupan, 
dan mendidik bakat mereka. 
(5) Tanggungjawab pendidikan terhadap anak-anak melalui contoh, 
praktik, dan pengawasan. 
(6) Tanggungjawab pendidikan terhadap anak dengan menjadikan 
mereka sebagai anak yang bebas dan tidak tertekan.41 
                                                           
40Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, h. 41. 
41Husai Husain Syahatah, Tanggungjawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban 
Dan Realitas (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 32-36. 
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e) Prosedur Perkawinan 
Ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan termuat dalam 
Undang-undang RI No. 32 Tahun 1954 yaitu tentang penetapan 
berlakunya udang-undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dan 
peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975. Menurut ketentuan-
ketentuan tersebut diatas, tata cara perkawinan bagi yang beragama Islam 
pada pokoknya adalah: 
(1) Sebelum jangka waktu sepuluh hari lampau, pegawai pencatat 
nikah tidak diperkenankan meluluskan akad nikah kecuali jika ada 
alasan penting yang dibuktikan dengan suatu keterangan dari 
Camat atas nama Bupati kepala daerah. Dalam kesempatan waktu 
sepuluh hari seyogianya kedua calon mempelai menghadap Badan 
Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Prceraian setempat untuk 
memperoleh nasihat-nasihat seperlunya.42 
(2) Perkawinan atau akad nikah dilangsungkan dihadapan pegawai 
pencatat nikah di wilayah calon mempelai wanita dengan dihadiri 
oleh dua orang saksi. Diluar ketentuan tersebut diatas dengan 
syarat calon mempelai atau walinya memeberitahukan kepada 
pegawai pencatat nikah di wilayah di mana calon mempelai 
wanita bertempat tinngal.43 
                                                           
42Kementrian Agama RI, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, Pasal 22, Ayat  (1), 
(2), (3). 
43Kementrian Agama RI, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, Pasal 23, Ayat  (1), 
(2). 
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(3) Akad nikah dapat dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan 
kepada pegawai pencatat nikah dianggap memenuhi persyaratan 
yang ditentukan. 
(4) Dalam akad nikah yang dilangsungkan di hadapan pegawai 
pencatat, calon memepelai pria dan wali nikah wajib hadir, dalam 
hal-hal memaksa, kehadiran kedua orang itu dapat diwakilkan 
kepada orang lain dengan disertai surat kuasa yang disahkan oleh 
pegawai pencatat nikah kepada siapa pemberitahuan dahulu di 
ajukan atau jika di luar negeri oleh perwakilan Negara Republik 
Indonesia setempat. 
(5) Tentang Ta’lik talak, suami akan mengucapkan ta’lik itu setelah 
akad selesai serta setelah ia menandatanganinya. Dalam hal 
pengucapan qabul oleh pihak calon mempelai diwakilkan kepada 
orang lain dihadapan pegawai pencatat nikah. Ada kemungkinan 
persetujuan pihak suami untuk mengucapkan ta’lik ditarik kembali 
dan dia enggan mengucapkannya setelah akad nikah selesai. 
Dalam hal ini pihak istri dapat mengajukan kepada pengadilan 
Agama setempat agar suami menepati persetujuannya.44 
f) Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Keluarga 
(1) Fungsi Agama 
Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama 
menjadi sangat penting. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua 
                                                           
44Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, h. 90-91. 
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dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-
garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. 
Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan 
bimbingan dan contoh konkrit berupa suri-teladan kepada anak-anak 
bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam 
kehidupan keluarga dan bermasyarakat agar mereka hidup selamat dan 
sejahtera.45 
(2) Fungsi Sosial 
Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidah hanya terdiri 
dari ayah, ibu, dan anak akan tetapi menyangkut hubungan 
persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota 
keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. 
Hubungan dengan lingkungan masyarakat sekitar yang terjalin 
dengan baik akan menimbulkan kasih sayang antara yang satu dengan 
yang lainnya, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan 
dan kebutuhan-kebutuhan seorang merupakan tingkatan dan mata 
rantai yang semakin memanjang.46 
g) Manajemen Konflik dalam Keluarga 
Tidak ada perjalanan perkawinan yang lepas dari masalah dan 
rintangan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang strategi yang 
dapat dipergunakan untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai 
pelajaran berharga dalam perjalanan perkawinan dan bahkan mempererat 
                                                           
45Departemen Agama, Membina keluarga sakinah, h.54. 
46Departemen Agama, Membina keluarga sakinah, h.38. 
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hubungan suami istri dimasa mendatang. Strategi ini diperlukan sejak 
gejala masalah tersebut terdeteksi atau muncul ke permukaan, atau ketika 
isyarat akan adanya masalah muncul. 
Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan 
untuk dipergunakan dalam menghadapi beberapa masalah keluarga, yaitu: 
(1) Pembagian Peran yang Lentur 
(2) Bekerja sebagai Tim 
(3) Mengedepankan Keterbukaan 
(4) Membudayakan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan.47 
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Secara etimologis cerai mempunyai arti membuka ikatan, melepaskan, dan 
menceraikan. Sedangkan secara terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, 
cerai atau talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau bisa juga disebut 
mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah 
ditentukan.48 Sedangkan menurut Abu Zakaria al-Anshari, cerai atau talak adalah 
melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. 
Jadi cerai atau talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga 
setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini 
terjadi dalam hal talak bain, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan 
perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan 
                                                           
47Kementrian Agama RI, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi keluarga 
sakinah, 65-67. 
48Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 
145. 
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berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua 
menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak 
raj’i.49 
2. Dasar Hukum Perceraian 
a. Al-Qur’an 
QS al-Baqarah/2 : 229. 
                     
                          
                        
                 
Terjemahnya: 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal 
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan 
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya 
(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak 
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 
Itulah orang-orang yang zalim”.50 
Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah swt. memberikan lembaga 
talak kepada suami istri sebagai pintu darurat karena memahami sifat dan 
karakteristik manusia yang tidak konsisten. Suami dapat menjatuhkan talak 
kepada istrinya sebanyak dua kali, dengan harapan talak yang pertama cukup 
menjadi pelajaran untuk intropeksi diri, jika tidak berhasil maka suami boleh 
                                                           
49Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet.VII; Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 
192. 
50Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 36. 
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menjatuhkan talak kedua dan juga diharapkan suami istri dalam masa iddah itu 
mau berfikir dan berketetapan hati untuk membina keluarga untuk 
keduakalinya.51 
QS ath-Thalaak/65 : 2. 
                               
                      
                      
 
Terjemahnya : 
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka 
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu 
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran 
dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan 
baginya jalan keluar.52 
Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami yang menceraikan 
istrinya dan telah hampir mencapai batas akhir masa iddahnya maka suami 
berhak merujuki kembali istrinya dan melanjutkan ikatan perkawinan, dengan 
cara kembali yang baik selama perceraian itu belum mencapai ketiga kalinya 
dan mempersaksikan dua orang saksi.53 
 
 
                                                           
51M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah krusial (Cet. II; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2015), h. 65. 
52Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.  558. 
53M. Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Cet. I; 
Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2009), h. 136-138. 
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b. Hadis 
 ُنْب ُيرِثَك اَنَش َّدَح  ، ٍلِصا َو ِنْب ِف َّرَعُم ُنَع ، ِدِلاَخ ُنْب ُد َّمَُمُ اَنَش َّدَح ، ٍدْي َبُع
 : َلاَق ملسو ويلع لله ا ىلص ِّبَِّنلا ِنَع ، َرَمُع ِنْبا ْنَع ، ٍرَاثِد ِنْب ِبِراَُمُ ْنَع
)َدْوُءَد ُوَبا ُهاَوَر( ُقَلاَّطلا َلَاَع َت ِللها َلَ ِإ ِلَلاَْلْا ُضَغ ْبأ 
 
Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami katsiir bin „Ubaid, telah menceritakan 
kami Muhammad bin khaalid , dari Mu‟arrif bin Waashil, dari Muhaarib 
bin Ditsaar, dari Ibnu „Umar-radhiyallaahu „anhuma-, dari Nabi 
Shallallahu „alaihi wasaallam , beliau bersabda, “ Perkara halal yang 
dibenci oleh Allah Ta‟ala adalah thalak (perceraian). (H.R. Abu 
Dawud)”.54 
Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada prinsip asalnya talak itu 
hukumnya makruh, dan talak adakalanya wajib, kadang haram, mubah, dan 
kadang dihukumi sunnah. Talak wajib misalnya talak dari hakam dalam perkara 
syiqaq, talak yang diharamkan misalnya talak yang tidak diperlukan, talak yang 
mubah misalnya karena istri yang sangat jelek, pergaulannya jelek, dan talak 
yang disunnahkan misalnya talak yang dijatuhkan karena istri melanggar 
perintah-perintah Allah.55 
3. Sebab-sebab Perceraian 
a. Perceraian sebab Nusyuz 
Arti kata nusyuz ialah membangkang, ketidakpatuhan atau durhaka. 
Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa 
                                                           
54Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 212. 
55
 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟at bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr Al-Azdy, 
Kitab Sunan Abu Dawud (Cet.4; Saidan Beirut: al-Asriyyah). 
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alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak menaati suaminya atau 
menolak diajak ketempat tidurnya.56 
Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz 
adalah: 
1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang 
telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri 
meninggalkan rumah tanpa izin suami. 
2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizing istri, kemudian pada 
suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan 
karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. 
3) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan 
itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami 
atau mahramnya termasuk maksiat. 
4) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang 
disediakannya tanpa alasan yang pantas.57 
b. Perceraian sebab Syiqaq 
Syiqaq adalah kritis memuncak yang terjadi antara suami istri 
sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan 
pertengkaran., dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.58 
 
 
                                                           
56Sabir Samin, Fikih I (Makassar: Alauddin University Press, 2010), h. 134. 
57M.A Tihami dan Suhari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 186. 
58Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 241. 
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Firman Allah dalam QS an-Nisa/4 : 35.  
                               
                      
Terjemahnya : 
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.59 
Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seorang suami dan istri yang 
masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya 
sehingga terjadi perceraian hendaknya mengutus seorang hakam juru damai 
untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik sehingga terbebas dari 
problem keluarga.60 
c. Perceraian sebab Pembatalan Pernikahan (Fasakh) 
Jika suatu akad pernikahan telah dilaksanakan dan dalam 
pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri 
semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau 
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak 
terpenuhinya hukum atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi 
hukum melalui proses pengadilan.61  
Adapun hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh yaitu sebagai 
berikut: 
                                                           
59Kementrian  Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 84. 
60
 M. Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 521-522. 
61Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, h. 111. 
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1) Karena ada balak (penyakit belang kulit). 
2) Karena gila. 
3) Karena penyakit kusta. 
4) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya. 
5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat 
maksud perkawinan (bersetubuh). 
6) Karena Unnah, yaitu zakar laki-laki impoten.62 
d. Perceraian sebab Meninggal Dunia 
Yang dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya 
perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan 
kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara 
biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang 
mafqud (hilang tidak diketahui apakah iya masih hidup atau sudah meninggal 
dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami 
tersebut.63 
4. Akibat Perceraian 
Menurut ketentuan pasal 149 s/d pasal 152 KHI, akibat talak, yaitu: 
Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila 
perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib untuk: 
1) Memberikan mutah yang layak terhadap istrinya, baik berupa uang atau 
benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul (belum berhubungan 
seksual). 
                                                           
62M.A Tihami dan Suhari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 198-200. 
63Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 248 
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2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
idah kecuali jika istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam 
keadaan tidak hamil. 
3) Wajib juga membayar seluruh mahar yang masih terhutang, dan separuh 
apabila qabla al-dukhul. 
4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 
21 tahun. 
Adapun akibat perceraian yang terdapat dalam pasal 156 Kompilasi 
Hukum Islam, yaitu: 
1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 
oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita 
dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang 
bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ayah. 
2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 
dari ayah atau ibunya. 
3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 
dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula. 
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4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya. 
6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 
padanya.64 
 
 
                                                           
64Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan 
sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang 
Eksistensi  Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Setelah gambaran tersebut diperoleh, 
kemudian dianalisa secara kualitatif. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai karena kantor 
tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan bimbingan atau penasehatan 
bagi calon pengantin dan sebagainya. Selain itu Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sinjai Timur Kabupaten Sinjai memudahkan penulis dalam meneliti serta 
memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.
43 
 
 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan syar’i, 
yuridis, dan sosologis. Pendekatan syar’i yaitu pendekatan masalah yang berpedoman 
pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa al-Qur’an, hadis, maupun 
pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kursus calon 
pengantin dalam menekan angka perceraian. Pendekatan yuridis berupa perundang-
undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini. Pendekatan sosiologis berupa kenyataan dilapangan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama1. 
Dalam hal ini data yang di peroleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Sinjai. Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan 
yang akan di bahas di lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya2. Cara lain yang 
digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan wawancara kepada 
para responden, baik itu penghulu maupun pihak-pihak yang terkait dengan 
                                                           
1Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 30. 
2Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 30. 
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pelaksanaan kursus calon pengantin. Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman 
wawancara agar responden dapat dengan mudah memberikan jawaban dan 
penjelasan secara terstruktur mengenai data dan informasi yang dibutuhkan. Selain 
itu penulis juga menggunakan dokumentasi sebagai literatur yang mendukung 
perluasan wawasan atau sudut pandang penyusun, peraturan perundang-undangan 
dan variabel lain yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kursus calon 
pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai. 
3. Data Tersier 
Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data 
primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan pengumpulan data dengan cara yakni melalui metode penelitian 
kepustakaan (field research). 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (library research) 
Metode penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian 
yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan 
menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
2. Metode Deskriptif Kualitatif  
Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan 
yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang 
sebenarnya terjadi.  
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji validasi 
merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 
mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya 
dan mampu mengungkap mengapa yang ingin diungkapkan. 
 Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya.3 
 Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen 
Non test, yang berupa:  
1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara 
lisan untuk mendapatkan keterangan4. Metode wawancara yang dilakukan 
penulis bersifat terstruktur karena penulis sebelumnya telah menetapkan 
terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan dianjukan. Adapun pihak 
yang diwawancarai adalah penghulu atau pelaksana bimbingan pra nikah, tokoh 
masyarakat yang ada di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
2. Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya 
dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa 
mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. 
                                                           
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 222.  
4
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 111. 
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3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada dan 
yang terkait dengan masalah yang diteliti.5 
F. Teknik Pengolahan dan Analiss Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur 
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat 
umum. Data yang diperoleh dari KUA dan bahan-bahan yang dibutuhkan tentang 
prosedur sidang keliling dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan  secara induktif 
untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur 
hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 
permasalahn hukum yang menjadi objek penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut : 
1. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 
tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
 
 
                                                           
5Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya, h. 118-124. 
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2. Menggunakan Bahan Referensi. 
Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data 
yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  contoh, data hasil wawancara perlu 
didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi 
kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan 
menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan  
referensi. 
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BAB IV 
KURSUS CALON PENGANTIN DAN EKSISTENSINYA DALAM MENEKAN 
ANGKA PERCERAIAN 
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur 
1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur 
Jauh sebelum disebut sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Sinjai Timur, pelayanan kehidupan beragama termasuk pelayanan nikah telah ada 
di Kecamatan Sinjai Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pencatatan 
nikah sejak tahun 1922 dengan bahasa bugis (lontara) yang dipimpin oleh seorang 
Qadhi Bulo-bulo Timur. 
Pada tahun 1952, Qadhi Bulo-bulo Timur berubah menjadi Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bulo-bulo Timur. Pencatatan nikah pada masa ini juga 
mewilayahi Kecamatan Sinjai Barat pada tahun 1966 Kantor Urusan Agama dan 
pada tahun 1966 Kantor urusan Agama Kecamatan Bulo-bulo Timur berubah 
menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur sehingga pada saat itu 
juga terbentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat. Maka pernikahan 
yang ada di Sinjai Barat tidak lagi dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sinjai Timur. 
KUA Kecamatan Sinjai Timur beralamat di Jl. Pemuda No. 5 
Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten 
Sinjai dengan luas bangunan 104 M2 dan luas tanah 2.395 M2. Seiring berjalannya 
waktu kepemimpinan KUA Kecamatan Sinjai Timur telah 10 kali mengalami 
pergantian kepala sejak berdiri sampai saat ini yaitu: 
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Tabel Data Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai 
No. Nama Kepala KUA Mulai Tugas 
1. Ismail 1969 – 1982 
2. Umar   1982 – 1990 
3. Danil  1990 – 1992 
4. Marsuki, HS.BA 1992 – 1999 
5. Kahar  1999 – 2002 
6. Muh. Amin, A. S.Ag  2002 – 2006 
7. H. Syamsul Bakhri, S.Ag  2006 – 2010 
8. Drs. Muh Tahir   2010 – 2012 
9. Muh. Sukma Kahar, S.HI 2012 – 2017 
10 Drs. Bachtiar, M.Pd.I 2017 – Sekarang 
Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 2019 
Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur 
yaitu: 
- Visi 
Unggul Dalam Pelayanan dan Bimbingan Ummat Islam Berdasarkan Iman dan 
Takwa serta Ahlak Mulia di Kecamatan Sinjai Timur. 
- Misi 
a. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan 
b. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk 
c. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan 
Keluarga Sakinah 
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d. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan Wakaf, Zakat, 
Infaq, Shadaqah dan Peningkatan Pelayanan Lintas Sektoral. 
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TATA USAHA & RUMAHTANGGA 
FUNGSIONAL PENGHULU FUNGSIONAL PENYULUH 
 
2. Struktur Organisasi dan Personalia 
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA 
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI TIMUR 
KABUPATEN SINJAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama   : Drs. Bachtiar, M.Pd.I 
NIP   : 196802221998031003 
Pangkat/Gol    : Penata TK 1,III/d 
 
Nama : Hadrawati, S.Ag 
NIP : 197403112009012005 
Pangkat/Gol  : Penata,III/c 
 
 
KEPALA KUA KEC. SINJAI TIMUR 
PELAYANAN,PENGAWAS, 
PENCATAT, DAN PELAPORAN 
NIKAH RUJUK 
Nama            : Dra. Hj. Rosnidar 
Nip               :196612312007012316 
Pangkat/Gol : Penata,III/c 
 
PENYUSUNAN STATISTIK 
LAYANAN DAN BIMBINGAN 
MASY. ISLAM 
 
Nama            :Dra. Sitti Halijah 
NIP               :196902052014112002 
Pangkat/Gol  : Penata Muda, III/a 
 
PENGELOLAAN STATISTIK, 
DOKUMEN, DAN SISTEM 
INFORMASI, MANAJ. KUA 
 Nama            : Dra. Hj. Rosnidar 
Nip              : 196612312007012316 
Pangkat/Gol : Penata,III/c 
 
PELAYANAN BIMBINGAN 
KELUARGA SAKINAH 
 Nama           : Dra.Andi Rostetty Arma 
NIP              : 197003222014112001 
Pangkat/Gol: Penata Muda, III/a 
 
PELAYANAN BIMBINGAN 
HISAB RUKYET DAN 
PEMBINAAN SYARIAH 
Nama                  : Hadrawati, S.Ag 
NIP              : 197403112009012005 
Pangkat/Gol  : Penata,III/c 
 
PELAYANAN BIMBINGAN 
DAN PENERANGAN AGAMA 
ISLAM 
Nama            : Rahmaniar, S.Sos 
Nip               : 197004181993032001 
Pangkat/Gol: Penata TK 1,III/d 
 
BIMBINGAN ZAKAT DAN 
WAKAF 
Nama            :Dra. Sitti Halijah 
NIP               :196902052014112002 
Pangkat/Gol :Penata Muda, III/a 
 
Nama  : Drs. Bachtiar, M.Pd.I 
NIP  : 196802221998031003 
Pangkat/Gol  : Penata TK 1,III/d 
 
Nama            : Drs. Muh. Ridwan 
NIP               : 196611102006041002 
Pangkat/Gol : Penata, III/c 
 
Nama            : Muhammad Jufri, S.Ag 
NIP               : 197001032007011041 
Pangkat/Gol : Penata Muda TK, III/b 
 
Nama            : Hasimuddin,S.Ag 
NIP               : 196912292014121002 
Pangkat/Gol  : Penata Muda, III/a 
 
KELOMPOK FUNGSIONAL 
PELAYANAN BIMBINGAN 
KEMASJIDAN  
 Nama           : Dra. Andi Rostetty Arma 
NIP                     : 197003222014112001 
Pangkat/Gol: Penata Muda, III/a 
 
Nama            : Lukman, S.Ag 
NIP               : 197605042009011008 
Pangkat/Gol : Penata Muda TK, III/b 
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3. Tugas dan Wewenang  
KUA sebagaimana kantor urusan agama (KUA) merupakan instansi yang 
mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan 
transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan 
tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukan eksistensinya 
sebagai sebuah instansi ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan 
pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam 
Keputusan Mentri Agama (KMA) No.517 tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan 
Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah 
kecamatan.1 
Menurut Kepala KUA Drs. Bachtiar, M.Pd.I., KUA sebagaimana 
tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk 
(NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, 
kemasjidan, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga 
sakinah. 
Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral 
maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.2 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan Sinjai 
Timur berfungsi: 
                                                           
1Keputusan Mentri Agama (KMA) No.517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, pasal 2 
2Bachtiar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 8  Maret 2019). 
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a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, 
kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA). 
b. Menyelengarakn pelaksanaan pencatat nikah dan rujuk, mengurus dan membina 
mesjid, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan 
pemgembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Direktur Jendral  Bimbingan Masyrakat Islam berdasarkan peraturan undang-
udang yang berlaku.  
4. Wilayah Administrasi Kerja 
Secara administratif, jangkauan kerja Kantor Urusan Agama Sinjai Timur 
mencakup seluruh desa wilayah Kecamatan Sinjai Timur yang terdiri dari tiga belas 
desa. Tiga belas desa tersebut masing-masing sudah dilengkapi dengan Pembantu 
Pencatat Nikah (P3N) atau pembantu penghulu guna memudahkan proses pencatatan 
dan pendataan nikah masyarakat. Tiga belas desa tersebut adalah: 
Wilayah Administrasi Kerja KUA Kecamatan Sinjai Timur 
NO DESA P3N 
1. Samataring Ambo, S.S.Ag 
2. Tongke-tongke Amar Ma’ruf 
3. Panaikang A.Abidin 
4. Pasimaranu M. Rifai 
5. Sanjai Muh. Husain 
6. Lasiai Nasrun 
7. Biroro Alimuddin 
8. Pattalassang Andi Padu 
9. Saukang  
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  Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 2019 
5. Analisis Strategi (Swot) 
Adapun analisis strategi (SWOT) dari KUA Kecamatan Sinjai Timur 
adalahah sebagai berikut: 
a. Kekuatan (Strength) 
1) Letak dari KUA Kecamatan Sinjai Timur yang berbatasan dengan KUA 
Kecamatan Sinjai Utara dekat sehingga akses informasi mudah 
didapatkan. 
2) Sarana yang sederhana tetapi mendukung berlangsungnya pelayanan dan 
proses bimbingan. 
b. Kelemahan (Weaknes) 
1) Kurangnya sarana dan prasarana sehingga pelayanan dan program kerja 
yang dilaksanakan tidak maksimal. 
2) Kurangnya kuantitas SDM yang ada di KUA Kecamatan Sinjai Timur. 
c. Peluang (Opportunity) 
1) Adanya dukungan dari instansi terkait, pemerintah dan tokoh agama serta 
elemen masyarakat yang mendukung program KUA Kecamatan Sinjai 
Timur. 
10. Bongki Lengkese Sultan Tawaf 
11. Kampala Suardi 
12. Kaloling Sultan 
13. Salohe Muh Jufri, T. BA 
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2) Mayoritas masyarakat Kecamatan Sinjai Timur berpendidikan dan 
memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas yang sebagian besar PNS, 
wirausahawan, nelayan dan petani. 
d. Tantangan (Treatnes) 
1) Masih minimnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat tentang 
pendidikan dan pengetahuan nilai-nilai agama. 
2) Muncul erosi moral akibat pengaruh globalisasi dan pergaulan bebas yang 
dapat melunturkan nilai-nilai agama. 
3) Generasi sekarang adalah generasi milenial, yang mana sangat mudah 
mengakses konten-konten negatif, dan dapat  mendorong meningkatnnya 
kenakalan remaja. 
6. Job Discription 
a. Kepala Kantor Urusan Agama  
1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur. 
2) Menyiapkan bahan-bahan/peralatan kerja. 
3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 
4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas. 
5) Memantau tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan. 
6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga keagamaan. 
7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah 
dan rujuk serta menandatangani akta nikah dan kutipan akta nikah  
8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, 
zakat, wakaf, dan ibadah sosial. 
9) Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf. 
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10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul 
dibidang urusan Agama Islam. 
11) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas KUA. 
12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 
13) Melaporkan pelaksanakan tugas kepada atasan. 
b. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga 
1) Menyusun, membuat laporan bulanan dan tahunan. 
2) Menyelenggarakan surat menyurat. 
3) Pengetikan dan penelitian konsep surat. 
4) Menerima, mencatat, memproses surat masuk/keluar. 
5) Mencatat dan membubuhi nomor surat dinas. 
6) Menghimpun, menata, memelihara dan menyimpan arsip. 
7) Menulis data peristiwa nikah/laporan Catatan Sipil. 
8) Menerima salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama. 
9) Memberikan materi kursus calon pengantin (suscatin). 
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan pimpinan. 
c. Petugas Pengadministrasian dan Pengelola Manajemen KUA 
1) Melaksanakan Administrasi Keuangan Nikah dan Rujuk. 
2) Mencatat dan melaporkan penerimaan biaya NR. 
3) Menerima salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama. 
4) Menerima dan meneliti DPN dan persyaratan lainnya. 
5) Mencatat data peristiwa nikah. 
6) Menulis sertifikat Suscatin. 
7) Mengoperasikan SIMKAH. 
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8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
9) Mendistribusikan model/blangko NR. 
d. Pelaksana administrasi umum 
1) Melaksanakan penulisan: 
a) Kutipan buku nikah (NA). 
b) Buku akta nikah (N). 
c) Duplikasi buku nikah.  
d) Mengoprasikan SIMKAH. 
2) Menerima dan meneliti DPN dan persyaratan lainya  
3) Meneliti dan merapikan serta menempel: 
a) Foto kutipan akta nikah. 
b) Foto sertifiat suscatin. 
c) Foto duplikat buku nikah. 
d) Menerima daftar pemeriksaan nikah (DPN) dari pembantu PPN.  
e) Menerima, meneliti, dan mendaftar peserta sucatin.  
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
e. Pelaksana penyuluh fungsional: 
1) Menyusun instrumen pengumpulan data, potensi wilayah dan 
kelompok sasaran. 
2) Menganalisis data potensi wilayah/kelompok sasaran. 
3) Menyusun rencana tahunan. 
4) Menyusun rencana kerja operasional. 
5) Menyusun desain materi bimbingan dan penyuluhan. 
6) Merumuskan materi bimbingan dan penyuluhan. 
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7) Melaksanakan penyuluhan melalui perorangan/kelompok.  
8) Merumuskan evaluasi pelaksanaan penyuluhan. 
9) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan penyuluhan. 
10) Melaksanakan konsultasi perorangan/kelompok.  
11) Memberikan materi sucatin.  
12) Evaluasi Suscatin. 
13) Mengadakan pendataan dibidang kemitraan dan ukhuwan islamiyah. 
14) Mengadakan bimbingan, penyuluhan dibidang kemitraan dan 
ukhuwah islamiyah.  
15) Mengadakan koordinasi dengan unit terkait untuk pemecahan dan 
pengendalian permasalahan umat. 
16) Mengadakan pembinaan dengan lembaga-lembaga terkait. 
17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  
f. Pelaksana penyuluh (keluarga sakinah): 
1) Mengadakan pendataan keluarga sakinah. 
2) Mengadakan pelatihan, bimbingan, penyuluhan keluarga sakinah. 
3) Melaksanakan penasehat/konsultasi perkawinan. 
4) Meningkatkan monitoring pelaksanaan UU perkawinan. 
5) Menyiapkan peserta pemilihan keluarga sakinah teladan. 
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
g. Pelaksana penyuluh (kemasjidan dan wakaf zakat): 
1) Mengadakan pendataan lembaga sosial. 
2) Mengadakan pendataan kegiatan sosial masyrakat (penerimaan dan 
penyaluran zakat, penerimaan dan pendistribusian hewan kurban). 
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3) Menyiapkan data rumah ibadah. 
4) Mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. 
5) Membantu pelaksanaan haji. 
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
7) Memberdayakan fungsi masjid. 
8) Membina khatib Jum’at. 
9) Melaksanakan konsultasi dan pembinaan dengan para imam masjid 
10) Mendata mesjid Se-Wilayah Kecamatan Sinjai Timur.3 
B. Peran dan Realisasi Program Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 
Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang ataupun lembaga 
sesuai dengan kedudukannya dimana peran ini menentukan apa yang harus diperbuat 
bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat 
kepadanya. Sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pelayanan publik di 
bidang urusan agama Islam dalam hal ini kependudukan dan pengembangan keluarga 
sakinah, Kantor Urusan Agama melaksanakan program suscatin yang dianggap dapat 
menjadi sarana peningkatan pemahaman bagi calon pengantin dalam menghadapi 
bahtera rumah tangga nantinya.  
Melalui kursus ini diharapkan calon pengantin meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang 
sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga terhindar dari kata perceraian. Perbedaan 
karakter antara suami dan istri pada umumnya dapat menyebabkan gesekan dalam 
                                                           
3Sumber Data: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur  
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hubungan suami istri dan berbekal dari sucatin ini gesekan maupun perbedaan dalam 
bahtera rumah tangga ini akan diatasi dan dihadapi dengan baik.  
Suscatin seperti yang diungkapkan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sinjai 
Timur memiliki beberapa peran penting dalam menekan angka perceraian 
diantaranya: 
1. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin lebih memahami hak dan 
kewajiban mereka setelah memebina mahligai rumah tangga sehingga mereka 
akan lebih sadar mengenai tanggungjawab masing-masing. Islam menentukan 
hak-hak diantara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka 
akan tercapai keberlangsungan dan ketentraman keluarga. 
2. Pasangan suami-istri mampu meminimalisir perselisihan yang terjadi dan 
mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Pasangan suami istri yang baik 
adalah mereka yang terampil untuk pasangannya dalam menjalani aktifitas 
sehari-hari dalam rumah tangga, mereka selalu berupaya dengan tulus dan 
ikhlas untuk bersama-sama meberikan kenyamanan, ketentraman, dan sebisa 
mungkin bertukar pikiran, membicarakan baik-baik mengenai masalah yang 
dihadapi atau berpikir dengan tenang mengenai  masalah yang dianggap akan 
menimbulkan perselisihan sebelum dilampiaskan kepasangan agar 
permasalahan atau perselisihan dapat dicegah ataupun diselesaikan. 
3. Pasangan suami istri mampu menciptakan keluarga yang damai berdasarkan 
ajaran agama, sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat 
terwujud. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terletak pada 
penerapan  nilai-nilai agama dalam  kehidupan rumah tangga agar mendapatkan 
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ridho dari Allah swt. keluarga yang didalamnya terdapat penegakan adab-adab 
islami dan semua itu dilakukan karena Allah swt. semata.4 
Peran-peran suscatin tersebut menjadi acuan  pelaksanaan suscatin pada KUA 
Kecamatan Sinjai Timur dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan 
sejahtera sebagaimana yang diharapkan dalam agama Islam dan nampak jelas bahwa 
peran pembimbingan ini sudah mencakup tingkat kebutuhan bagi calon pengantin 
sebagai bekal dan modal dasar dalam memasuki bahtera rumah tangga yang sewaktu-
waktu memungkinkan terjadinya prahara atau perselisihan. Dengan demikian fungsi 
dan keberadaan Kantor Urusan Agama sebagi lembaga pelaksana program suscatin 
dianggap sangat penting dalam membantu dan menunjang tugas Pengadilan Agama 
dalam proses penyelesaian perkara rumah tangga dengan sedapat mungkin mencegah 
perselisihan yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga yang berujung 
perceraian dengan menciptakan perdamaian sehingga tugas Pengadilan Agama 
menjadi ringan. 
Kebutuhan pembimbingan ini menjadi sangat penting dimana didasarkan pada 
analisis kemampuan dan tingkat pemahaman perserta kursus terhadap seluk beluk 
rumah tangga, menjadikan suscatin menjadi sangat berharga dan mendesak untuk 
dilakukan karena mengingat tujuan yang akan dicapai dalam suscatin ini merupakan 
tujuan yang mulia dimana dengan program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat 
perceraian.5 
                                                           
4Hasimuddin, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 21 
Maret 2019). 
5Hasimuddin, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 21 
Maret 2019).  
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Peraturan mengenai program suscatin  sudah ada sejak tahun 2009 dalam 
Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam DJ. II/491 Tahun 2009 
Kursus calon Pengantin baru diterapkan  pada ahun 2011 di KUA Kecamatan Sinjai 
Timur. Sebelum dilakukannya suscatin bagi pasangan yang hendak melaksanakan 
perkawinan atau pernikahan hendaknya menyampaikan kehendaknya itu secara lisan 
atau tertulis kepada Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)/ penghulu atau 
Pegawai Pencatat Nikah yang hendak berada di wilayah tempat tinggal domisili 
bersangkutan. 
Selanjutnya PPN, penghulu atau pembantu PPN memberi petunjuk dan 
bimbingan kepada masyrakat yang hendak melaksanakan perkawinan agar 
melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: 
1. Catin ke kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan  
a. Surat keterangan untuk menikah (Model N1). 
b. Surat keterangan tentang asal usul (Model N2). 
c. Surat keterangan tentang orang tua ( Model N4). 
d. Surat ijin orang tua (Model N5). 
e. Surat keterangan kematian bagi duda/janda (Model N6). 
f. Surat pengantar ke puskesmas untuk imunisasi TTI/pemeriksaan kesehatan. 
g. Surat keterangan tidak mampu secara ekonimi dan surat keterangan terkena 
bencana alam. 
2. Ke puskesmas untuk mendapatkan : 
a. Imunisasi TTI bagi calon penganin wanita, atau 
b. Keterangan berbadan sehat. 
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3. Selain persyaratan di atas, Catin juga melengkapi persyaratan administrasi 
sebagai berikut : 
a. Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N3), blanko surat 
persetujuan ini bisa didapatkan di kantor Desa, Pembantu PPN, Penghulu 
dan di KUA Kecamatan setempat. 
b. Pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan (model N3), blanko 
surat pemberitahuan ini bisa didapatkan di Kantor Desa, Pembantu PPN, 
penghulu, dan di KUA setempat. 
c. Melampirkan akta cerai asli dari Pengadilan Agama bagi duda/janda (cerai 
hidup). 
d. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin laki-laki yang 
belum mencapai 19 tahun dan bagi calon pengantin perempuan yang belum 
mencapai umur 16 tahun. 
e. Izin tertulis bagi orang tua atau wali bagi calon pengantin (pria/wanita)yang 
belum mencapai umur 21 tahun (model N5), blanko surat bisa didapatkan 
didapatkan di Kantor Desa, Pembantu PPN, penghulu, dan di KUA 
setempat. 
f. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota 
TNI/POLRI. 
g. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari 
seorang/poligami. 
h. Foto Copy KTP/KK/Ijazah/Akta Kelahiran. 
64 
 
 
 
i. Pas foto berwarna (latar belakang biru) ukuran 2x3=3 lembar, 3x4=1 lembar 
dan 4x6=1 lembar. Laki-laki memakai jas, dasi dan kopiah, perempuan 
memakai jilbab (pakaian muslim). 
Apabila kelengkapan administrasi tersebut telah terpenuhi peserta 
diharuskan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk: 
a. Memberitahukan kehendak Nikah. 
b. Pemeriksaan Nikah PPN atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap 
berkas catin dan wali dan menuangkanya pada blangko NB kurang lebih 15 
menit kemudian Catin menandatangani berkas model NB. 
c. Pengumuman kehendak nikah. 
Setelah itu barulah peserta mengikuti penataran calon pengantin dan 
penasihatan atau suscatin oleh BP4 dan di hari yang sama sertifikat tertanda 
telah mengikuti suscatin sudah diterbitkan tetapi tidak diberikan kepada peserta 
karena sertifikat tersebut dijadikan salah satu kelengkapan administrasi, 
pelaksanaan suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur sendiri 
dilaksanakan setiap hari Rabu dari jam 08.00-16.00 Wita yang bertempat di 
aula KUA, pelaksanaan satu hari ini dilakukan agar pelaksanaan suscatin dapat 
dijalankan secara efektif dengan mengumpulkan beberapa peserta dan pemberi 
materi suscatin lebih mudah menyampaikan materi dalam satu kali pertemuan 
dibandingkan dengan pemberian materi suscatin setiap jam kerja kepada setiap 
peserta.6 Adapun jadwal dan materi yang disampaikan kepada peserta suscatin 
adalah sebagai berikut: 
                                                           
6Bachtiar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 18 April 2019). 
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RUNDOWN PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN KUA 
KECAMATAN SINJAI TIMUR 
No. Hari Waktu Narasumber Materi 
1. 
Rabu 
08.00 – 09.00 Penyuluh Non PNS Pengetahuan Agama 
2. 09.00 – 10.00 Drs. Muh Ridwan Tata Cara dan 
Prosedur Perkawinan 
serta Peraturan 
Perundang-undangan 
di bidang Perkawinan 
dan Keluarga 
3. 10.00 – 11.00 Hasimuddin, S.Ag Hak dan Kewajiban 
Suami Istri 
4. 11.00 – 12.00 Muh. Jufri, S.Ag Psikologi Perkawinan 
dan Keluarga 
5. 12.00 – 13.00 Ishoma - 
6. 13.00 – 14.00 Lukman S.Ag Manajemen Rumah 
Tangga 
7. 14.00 – 15.30 Drs. Bahtiar, M.Pd.I Fiqh Munakahat 
Data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan 
Sinjai Timur dilaksanakan satu hari dalam seminggu dengan durasi waktu selama 
kurang lebih 7-8 jam dengan beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa 
narasumber mulai dari penyuluh agama, penghulu sampai kepala KUA. 
Diantara beberapa materi, pengetahuan agama dan prosedur perkawinan 
dianggap sangat penting untuk disampaikan mengingat konsep tentang tata cara 
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pernikahan dalam Islam diatur jelas dalam al-Qur’an dan sunnah serta 
penyampaian materi terkait hukum dan tata cara bersuci dari hadas, tata cara 
bergaul suami istri menurut Islam sangat penting untuk disampaikan karena dalam 
penerapannya banyak peserta yang tidak menegetahui tata caranya jangankan tata 
cara bersuci atau bergaul kebanyakan dari mereka bahkan ada yang tidak tau 
mengaji dan shalat. 
Pelaksanaan kursus calon pengantin wajib diikuti bagi pasangan yang akan 
menikah dan lebih baik jika mengikuti kursus calon pengantin dengan pasangan 
meskipun pasangannya bukan dari wilayah kerja KUA itu sendiri karena program 
kerja ini merupakan salah satu persyaratan wajib administrasi dalam mendapatkan 
buku nikah nantinya,7 hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA. 
Adapun laporan peserta pelaksanaan kursus calon pengantin KUA Kecamatan 
Sinjai Timur dapat dilihat dari table berikut: 
 
Laporan Pelaksanaan Suscatin KUA Kecamatan Sinjai Timur 
No. Tahun Jumlah Peserta 
1. 2011 169 
2. 2012 552 
3. 2013 549 
4. 2014 555 
5. 2015 486 
6. 2016 383 
7. 2017 483 
                                                           
7Bachtiar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 18 April 2019). 
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8. 2018 484 
Jumlah 3.661 
Sumber Data: Buku Laporan Pelaksanaan Suscatin KUA Kecamatan Sinjai Timur 
Calon pengantin mengatakan bahwa program suscatin sangat bermanfaat, 
hal ini sesusai hasil wawancara dengan Surinda, bahwa dengan mengikuti suscatin 
materi yang didapatkan dapat diterapkan dan menjadi salah satu penguat atau 
solusi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga.8 Selain itu hasil wawancara 
dengan Misnawati mengatakan bahwa program suscatin ini sangat membantu dan 
merasa pemberian materi belum cukup jika hanya dilakukan dengan satu hari 
karena materi-materi yang disampaikan dalam Suscatin sangat penting dan dirasa 
belum terlalu didalami jika hanya dilakukan beberapa jam. 9 Hal ini sepemikiran 
dengan pemaparan Kasmawati yang mengatakan bahwa program ini sangat 
penting untuk dilaksanakan dan diikuti bagi semua calon pengantin karena dengan 
mengikuti kursus ini kita mendapat lebih banyak pelajaran yang dulunya dianggap 
remeh tanpa mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dalam mebina rumah tangga, 
dan merasa jika waktu perlu ditambah agar materi-materi yang disampaikan dapat 
tertanam dan lebih dipahami. Meskipun begitu dengan waktu yang singkat ini 
sudah memberikan banyak pembelajaran yang dapat diterapkan nantinya.10 
Dalam peraturan terbaru Keputusan Direktur Jendral Bimbingn Masyarakat 
Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan 
Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bimbingan tatap muka dilaksanakan 
                                                           
8
 Surinda, Peserta Kusus Calon Pengantin, Wawancara (Tanggal 13 Maret 2019) 
9Misnawati, Peserta Kusus Calon Pengantin, Wawancara (Tanggal 13 Maret 2019) 
10Misnawati, Peserta Kusus Calon Pengantin, Wawancara (Tanggal 13 Maret 2019) 
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selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian 
Agama dengan materi: 
1. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran; 
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran; 
3. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran; 
4. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran; 
5. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran; 
6. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran; 
7. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; 
8. Refleksi, evaluasi, dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.11 
Namun KUA belum dapat menerapkan peraturan tersebut baik dari segi 
waktu maupun materi disebabkan beberapa kendala diantaranya tidak ada 
anggaran khusus dalam pelaksanaan program suscatin ini, dan kebanyakan peserta 
suscatin merasa jenuh dan kurang bersemangat mengikuti penjelasan materi 
suscatin yang hanya dilakukan beberapa jam apalagi jika suscatin ini dilaksanakan 
selama 2 hari, oleh karena itu KUA Kecamatan Sinjai Timur merangkum materi 
yang dianggap sangat penting dan perlu didahulukan untuk mengefisienkan waktu 
dalam bimbingan tatap muka tanpa menyalahi aturan yang sudah ada. 
Selain memberikan pengetahuan bagi calon pengantin, KUA juga memiliki 
program kerja untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat 
dari berbagai kalangan mengenai Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang 
pernikahan, hal ini dilakukan agar masyarakat memahami betul seluk-beluk 
                                                           
11Departemen Agama, Keputusan Direktur Jendral Bimbingn Masyarakat Islam Nomor 379 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, 
Bab II. 
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manfaat peraturan ini dan tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya, hal ini 
berdasarkan pemaparan wawancara dengan Kepala KUA.12 
Disisi lain Kementrian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Sinjai telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 
untuk melakukan kolaborasi dalam hal kesiapan mental dalam pernikahan 
sehingga mengurangi tingkat perceraian, di bidang keagamaan memperbanyak 
materi atau saat khutbah jumat mengenai dampak ataupun penyebab perceraian. 
C. Tingkat Keberhasilan  program  kursus calon pengantin dalam upaya 
menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai 
Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang telah diamanahkan 
melayani pembinaan keluarga sakinah telah memberikan solusi agar perkawinan yang 
terjadi adalah perkawinan yang kekal (abadi) sehingga tingkat perceraian dikalangan 
masyarakat bisa menurun, salah satunya melalui program suscatin. Namun disisi lain 
terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya tetapi tidak terlalu berpengaruh 
sehingga suscatin tetap dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak KUA berkat 
kerjasama dari seluruh rekan KUA dan sebagian dari peserta suscatin. 
Berbicara mengenai tingkat keberhasilan setiap orang atau lembaga memiliki 
tolak ukur keberhasilan masing-masing karena ini bersifat relatif, kriteria 
keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian dan dalam hal ini patokan 
dalam mengukur apakah dengan keberadaan suscatin dapat menekan angka 
perceraian adalah dengan melihat angka pernikahan dan perceraian sebelum 
diterapkannya suscatin serta angka pernikahan dan perceraian saat suscatin 
                                                           
12Bachtiar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 18 April 2019). 
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dilaksanakan dan dengan angka itu akan ditarik perbandingan antara angka sebelum 
dan setelah diadakannya suscatin, dan jika angka itu menunjukkan penurunan maka 
dalam hal ini dapat dikatakan berhasil begitupun sebaliknya. 
Berdasarkan hasil penelitian melalui pencarian data atau penelusuran 
dokumen, diperoleh data dan informasi yang menggambarkan angka pernikahan dan 
perceraian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebelum dan sesudah diterapkannya 
program suscatin. Adapun angka pernikahan dan perceraian di KUA Kecamatan 
Sinjai Timur dari tahun 2008-2010 dan tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 
Jenis Perkara 
Angka pernikahan dan perceraian Tiga Tahun Terakhir 
Sebelum Adanya SUSCATIN 
2008 2009 2010 Jumlah 
Nikah 269 356 251 876 
Cerai 31 27 39 97 
Sumber Data: Buku Register Pernikahan dan Buku Salinan Putusan Pengadilan 
Agama Tahun 2008-2010. 
 
Jenis Perkara 
Angka pernikahan dan perceraian Tiga Tahun Terakhir 
Setelah Adanya SUSCATIN 
2016 2017 2018 Jumlah 
Nikah 227 254 275 738 
Cerai 14 21 10 45 
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Sumber Data: Buku Register Pernikahan dan Buku Salinan Putusan Pengadilan 
Agama Tahun 2016-2018. 
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat data tersebut menunjukkan perbedaan 
yang signifikan dimana pada tahun 2008-2010 jumlah perceraian yang terjadi di 
Kecamatan Sinjai Timur mencapai 97 (sembilan puluh tujuh) kasus dengan 
presentase (11%) dari 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) angka pernikahan. 
Sedangkan pada tahun 2016-2018 jumlah perceraian yang terjadi hanya mencapai 45 
(empat puluh lima) kasus dengan presentase (6%), hal ini menandakan angka 
perceraian mengalami penurunan mungkin disebabkan karena pada tahun 2008-2010 
belum dilaksanakan program Suscatin dan pada tahun 2016-2018 program suscatin 
telah dijalankan. Jadi kesimpulan yang dapat dilihat dari data diatas bahwa 
pelaksanaan program suscatin dalam hal ini telah berhasil dalam menekan angka 
perceraian.  
Hal ini sejalan dengan pemaparan beberapa Informan mengenai tingkat 
keberhasilan suscatin di KUA Kecamatan Sinjai Timur yang mengatakan bahwa 
Berbicara mengenai tingkat keberhasilan, suscatin boleh dikatakan telah behasil 30% 
karena seperti yang kita lihat sendiri angka perceraian setiap tahunnya menurun 
meskipun belum dapat dikatakan berhasil 100 %, hal ini di karenakan berbagai faktor 
seperti tingkat pendidikan, pasangan dengan tingkat pendidikan yang berbeda atau 
bahkan tidak sekolah dianggap kurang mampu menyatukan argumen atau pendapat 
dari pasangan, selain itu terdapat juga faktor nikah usia dini, dan adanya penyakit 
biologis, kami dari pihak KUA sendiri telah memberikan pelayanan semaksimal 
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mungkin dan jika tetap terjadi perceraian itu sangat wajar karena kita itu memiliki 
sifat dan watak yang berbeda-beda.13  
Selain itu informan lain mengatakan Sebagai pemberi materi suscatin kami 
telah memberikan kiat-kiat dalam berumah tangga, seperti pengetahuan agama, fiqh 
munakahat, masalah reproduksi, sikap dalam menyelesaikan perselisihan, dan lain-
lain dan ini dianggap sangat membantu bagi calon pengantin dan dapat diterapkan 
nantinya, jadi dalam hal ini pelaksanaan suscatin telah berhasil meskipun belum 
sempurna karna faktor perceraian itu sendiri didasari beberapa hal seperti Kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT), krisis ahlak, perselingkuhan, dan faktor ekonomi, 
meskipun faktor tersebut juga di bahas dalam pemberian materi tetapi menyatukan 
perbedaan pasangan yang sudah sangat bertekad untuk cerai bukanlah tugas yang 
mudah.14 
Berdasarkan pemaparan tersebut ditemukan beberapa faktor yang menjadi 
ancaman bagi keutuhan dan ketahanan keluarga yang meyebabkan perceraian kurang 
dapat diminimalisir ataupun dicegah, diantaranya adalah: 
1. Pernikahan Anak (nikah di bawah umur) 
Seseorang yang melakukan pernikahan di usia ini dianggap akan 
mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah 
tangganya karena dalam proses penyesuaian sendiri diperlukan adanya kesiapan 
atau kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami dalam segala hal tetapi 
dengan usia ini mereka dianggap belum memiliki kematangan emosi sehingga 
                                                           
13Bachtiar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 18 April 2019). 
14Hasimuddin, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara (Tanggal 21 
Maret 2019). 
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belum dapat mengendalikan emosi dan berpikir secara matang yang nantinya akan 
berdampak kepada pasangan dan timbullah perselisihan berujung perceraian. 
2. Tingkat Pendidikan 
Seseorang dengan latar pendidkan yang berbeda atau bahkan tidak 
mengenyam bangku sekolah dianggap kurang mampu atau terampil dalam 
menyatukan argument dengan pasangannya yang ujung-ujung berakibat 
perselisihan. 
3. Faktor Ekonomi  
Keutuhan rumah tangga biasanya juga akan terancam jika kesiapan 
finansial dalam berumah tangga kurang, hal ini biasanya terjadi jika suami yang 
merantau untuk mencari nafkah tidak mengirimkan nafkah kepada keluarganya. 
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Berdasarkan kondisi sosial, faktor kekerasan dalam rumah tangga ini biasa 
muncul ketika seorang suami mabuk, ia memukul istinya karena diluar kesadaran, 
dan jika kebiasaan ini tidak dapat diubah dapat menimbulkan pertengkaran yang 
berkepanjangan. 
5. Perselingkuhan 
Salah satu penyebab perceraian adalah hadirnya orang ketiga atau 
perselingkuhan, hal-hal yang mempermudah terjadinya perselingkuhan dizaman 
sekarang ini adalah mudahnya mendapat atau akses informasi melalu handphone. 
Diluar dari faktor tersebut, berdasarkan hasil wawancara tertulis diatas dapat 
disimpulkan bahwa pernyataan informan menunjukan pelaksanan suscatin di KUA 
Kecamatan Sinjai Timur telah berhasil menekan angka perceraian terbukti dari 
menurunnya angka perceraian setelah suscatin dijalankan, hal ini berkat ketekunan 
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oleh pihak KUA sebagai pelaksana dalam menyampaikan materinya meskipun dalam 
proses pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. 
Dalam hal ini, jelas bahwa peran pembimbingan ini sudah mencakup tingkat 
kebutuhan bagi calon pengantin sebagai bekal dan modal dasar dalam memasuki 
bahtera rumah tangga yang seaktu-waktu memungkinkan terjadinya prahara atau 
perselisihan, dan terbukti dengan berhasilnya suscatin dalam meminimalisir atau 
menekan angka perceraian meskipun tingkat keberhasilannya hanya mencakup 5% 
namun dengan angka pencapaian ini dianggap cukup dan nantinya akan menjadi 
acuan untuk lebih keras dan semangat dalam menjalankan program ini semaksimal 
mungkin mengingat tujuan dari program ini begitu penting dalam mencapai keluarga 
yang bahagia dan kekal dunia akhirat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kantor Urusan Agama melaksanakan program suscatin yang memiliki beberapa 
peran diantaranya: 
a. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin lebih memahami hak 
dan kewajiban mereka setelah membina mahligai rumah tangga sehingga 
mereka akan lebih sadar mengenai tanggungjawab masing-masing. 
b. Pasangan suami-istri mampu meminimalisir perselisihan yang terjadi dan 
mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. 
c. Pasangan suami istri mampu menciptakan keluarga yang damai berdasarkan 
ajaran agama, sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat 
terwujud. 
2. Pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Sinjai Timur dilaksanakan satu hari 
dalam seminggu dengan durasi waktu selama kurang lebih 7-8 jam dengan 
beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber mulai dari 
penyuluh agama, penghulu sampai kepala KUA. Pelaksanaan kursus calon 
pengantin wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah dan lebih baik jika 
mengikuti kursus calon pengantin dengan pasangan meskipun pasangannya 
bukan dari wilayah kerja KUA itu sendiri karena program kerja ini merupakan 
salah satu persyaratan wajib administrasi dalam mendapatkan buku nikah 
nantinya. 
3. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana pada tahun 
2008-2010 jumlah pereraian yang terjadi di Kecamatan Sinjai Timur mencapai 
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97 (sembilan puluh tiga) kasus dengan presentase (11%) dari 876 (delapan ratus 
tujuh puluh enam) angka pernikahan. Sedangkan pada tahun 2016-2018 jumlah 
perceraian yang terjadi hanya mencapai 45 (empat puluh lima) kasus dengan 
presentase (6%), hal ini menandakan angka perceraian mengalami penurunan 
mungkin disebabkan karena pada tahun 2008-2010 belum dilaksanakan 
program suscatin dan pada tahun 2016-2018 program suscatin telah dijalankan. 
Jadi kesimpulan yang dapat dilihat dari data diatas bahwa pelaksanaan program 
suscatin dalam hal ini telah berhasil dalam menekan angka perceraian. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Untuk mencegah atau menekan angka perceraian diharapkan kepada lembaga 
KUA untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya untuk memberikan 
bimbingan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, 
warahmah agar tidak terjadi keretakan rumah tangga. 
2. Untuk meminimalisir terjadinya perceraian, maka diharapkan kepada calon 
pengantin untuk serius dalam mengikuti serangkaian materi suscatin dan tidak 
menganggap remeh materi yang diberikan karena materi ini sangat penting 
diterapkan dalam mahligai rumah tangga. 
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     LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyampaian materi kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sinjai Timur oleh 
Penyuluh Agama Islam Fungsional Tanggal 13 Maret 2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Sinjai Timur oleh Penghulu Fungsional 
sekaligus Kepala KUA Tanggal 13 Maret 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Pembelajaran materi suscatin mengenai pengetahuan agama oleh Penyuluh Agama 
Islam Fungsional di KUA Kec. Sinjai Timur Tanggal 13 Maret 2019. 
 
 
 
 
 
  
Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Sinjai Timur Bapak Drs. Bachtiar, 
M.Pd.I sekaligus sebagai penghulu fungsional Tanggal 12 Maret dan 22 Maret 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 Wawancara dengan Bapak Hasimuddin, S.Ag., selaku Penyuluh Agama fungsional di 
KUA Kec. Sinjai Timur Tanggal 20 Maret 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar peserta suscatin tanggal 13 Maret 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan peserta Kursus Calon Pengantin di KUA Kec. Sinjai Timur 
Tanggal 19 Maret 2019 
 
 
 
 
 
Data angka nikah dan salinan putusan perceraian Pengadilan Agama di KUA Kec. 
Sinjai Timur 
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